
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Korelasi kepatuhan pajak dengan legitimasi politik dan pertukaran fiskal
(studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta
Kemayoran) = Correlation between tax compliance with perceived
fiscal exhange and political legitimacy (case study of individual
taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kemayoran)
Yuyun Margaret, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388856&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Kepatuhan pajak adalah perilaku kompleks yang berdasarkan hasil-hasil riset telah terbukti adanya beberapa

faktor yang bisa mendorong dan menahan wajib pajak dari memenuhi kewajiban pajak mereka. Namun

upaya Indonesia dalam menangani masalah ketidak-patuhan selama ini sangat terbatas pada reformasi

administrasi perpajakan dan pencegahan secara hukum, tanpa mengindahkan interaksi antara moral pajak,

legitimasi politik, dan pertukaran fiskal yang baik secara gabungan maupun independen mempengaruhi

perilaku kepatuhan pajak. Gagasan pajak sebagai bentuk kontrak sosial antara wajib pajak dan pemerintah

yang berwenang semakin diterima oleh masyarakat luas dan dengan demikian perlu adannya upaya untuk

menelusuri persepsi legitimasi politik dan pertukaran fiskal dari persepsi wajib pajak di Indonesia.

Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan populasi sampel wajib pajak dalam satu kantor pelayanan pajak

yang tingkat ketidak-patuhan formal salah satu tertinggi di Jakarta. Responden memiliki moral pajak cukup

tinggi meskipun mereka kurang puas dengan pemerintah atau lembaga publik serta dengan barang dan jasa

publik. Perilaku kepatuhan responden dan moral pajak bervariasi tergantung pada indikator yang diukur.

Persepsi pada perilaku kepatuhan orang lain berbanding terbalik dengan perilaku kepatuhan responden.

Penerimaan terhadap perilaku ketidakpatuhan adalah prediktor yang lumayan akurat untuk menentukan

kepatuhan responden yang sebenarnya.

Dampak dari legitimasi politik dan pertukaran fiskal pada kepatuhan formal bervariasi tergantung pada item

yang diukur. Persepsi tentang korupsi dan keterwakilan tidak mempengaruhi perilaku kepatuhan, sementara

tingkat kepercayaan pada pemerintah dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pengeluaran penerimaan

pajak berdampak positif kepatuhan formal. Dalam kategori pertukaran fiskal, wajib pajak yang patuh lebih

kritis dalam menilai 'manfaat' yang mereka terima di seluruh wilayah diukur yaitu: kesehatan, pendidikan,

infrastruktur, penanganan kejahatan dan korupsi.

<hr>

Tax compliance is a multi-faceted behaviour, previous studies have recognised and proven there are factors

which entices and hold taxpayers back from fulfilling their tax obligations. However Indonesia's effort in

tackling noncompliance issue has been limited on tax administration reform and deterrence factors.

Meanwhile the interaction between tax morale, political legitimacy, and fiscal exchange which

compoundingly (or individually) affect a person tax compliance behaviour have not been given much

attention to. The notion of tax as a form social contract between taxpayer and governing authority is more

wellreceived and thus it is necessary to address the issue of political legitimacy and fiscal exchange from

Indonesia's taxpayers perception.

This quantitative study has come to conclusion that sample population of taxpayers in one tax service office

with highest non-compliant rate have moderately high tax morale even though they are dissatisfied with
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government or public institution as well as with the public goods and services. Respondents' compliance

behaviour and tax morale vary depending on the tax morale indicators measured. The perception on other

people's compliance behaviour inversely proportional to the respondents' compliance behaviour; acceptance

on noncompliance behaviour however is a better predictor for how the respondents' actual compliance

behaviour are.

The impact of political legitimacy and fiscal exchange on formal compliance vary depending on each

particular items. Perception on corruption and representativeness does not seem to impact compliance

behaviour Meanwhile confidence level in government and government's ability to manage tax revenue

expenditure does positively impact formal compliance. In fiscal exchange category, the result suggests that

compliant taxpayers are more critical in judging the 'benefits' they receive across the measured area which

are: healthcare, education, infrastructure, handling of crime and corruption.


